BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian tentang aspek-aspek keberhasilan e-parking di Kota Bandung
ditujukan untuk menjawab pertanyaan : apa saja aspek keberhasilan e-parking di
Kota Bandung?

Berdasarkan temuan dan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek
keberhasilan e-parking, peneliti menemukan empat (4) aspek yang menjadi
penghambat keberhasilan e-parking, yaitu (1) digital divide, (2) sumber daya
manusia, (3) aturan dan (4) infrastruktur. Berikut ini adalah penjelasan
kesimpulan terhadap 4 tidak berhasilnya e-parkingtersebut.

6.1.1 Digital divide.

E-parking tidak berhasil karena adanya gap dalam penguasaan digital (digital
divide) yang besar. Dalam penelitian ini penguasaan digital diukur dari dua aspek
yaitu (1) keterampilan menggunakan e-parking (2) motivasi masyarakat
menggunakan e-parking.

Dalam penelitian ini keterampilan dimaknai sebagai pemahaman masyarakat
terhadap mekanisme penggunaan e-parking, sedangkan motivasi dimaknai
sebagai kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran parkir tepi jalan.

Berikut ini adalah tabel ringkasan temuan dua ukuran digital divide tersebut:
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Tabel 6. 1 Persentase Pemahaman Masyarakat dalam Penggunaan E-Parking

Keterampilan (Pamahaman Digital)
(100 Narasumber)

Paham (penggunaan e- Jumlah Rata-Rata Pemahaman Tidak paham
parking — 1 pertanyaan) (mekanisme penggunaan e-
parking — 6 pertanyaan)

38% 77,83% 62%

Tabel 6. 2Persentase Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan E-Parking

Motivasi (Kesadaran Membayar Parkir Tepi Jalan)
(100 Narasumber)
Paham Menyadari 17%
(38%) Tidak Menyadari 21%
zggoa/‘:() Paham Menyadari 25%
Tidak menyadari 37%

Berikut ini adalah penjelasan dua hal tersebut :
6.1.1.1 Keterampilan Masyarakat.

Keterampilan masyarakat diukur dari tingkat pemahaman masyarakat dalam
penggunaan e-parking. Rata-rata pemahaman masyarakat mengenai mekanisme
penggunaan e-parking hanya sebesar 77,83%. Hal tersebut dapat terlihat dari
faktor sebagai berikut :

- Masyarakat hanya mengandalkan juru parkir.

- Masyarakat tidak terbiasa menggunakan e-parking ketika tidak diarahkan

oleh juru parkir.

- Pemerintah tidak mengadakan sosialisasi yang lengkap mengenai
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mekanisme penggunaan mesin e-parking dan manfaat yang diperoleh

ketika menggunakan e-parking. Hal ini disebabkan karena pesimisme

pemerintah dalam mengupayakan peningkatan pemahaman masyarakat

dalam menggunakan e-parking.
6.1.1.2 Motivasi Masyarakat

Motivasi masyarakat diukur dari tingkat kesadaran masyarakat dalam

membayar parkir. Kesadaran masyarakat dalam membayar parkir memengaruhi
tingkat penggunaan e-parking. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah
masyarakat yang tidak menyadari pentingnya membayar parkir adalah tinggi,
yaitu 55%. Angka sebesar 55% ini merupakan penjumlahan dari 21% masyarakat
yang tidak sadar tentang membayar parkir tepi jalan dan 34% masyarakat yang
tidak paham tentang penggunaan e-parking dan tidak sadar tentang membayar
parkir tepi jalan. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk melakukan triangulasi
terhadap temuan tingkat keterampilan masyarakat dalam penggunaan e-parking.

Tingginya tingkatan masyarakat (55%) yang tidak menyadari pentingnya

membayar parkir tepi jalan tersebut dapat terlihat dari faktor sebagai berikut:

- Petugasnya sebagai pengelola dan pelaksana tidak memberikan contoh
untuk menggunakan e-parking dengan tidak membayar parkir
menggunakan e-parking.

- Masyarakat memiliki aktivitas yang menyebabkan tidak dapat
menyempatkan membayar parkir tepi jalan menggunakan e-parking.

- Masyarakat tidak memiliki e-money sebagai alat pembayaran parkir

menggunakan e-parking.



136

- Masyarakat mengalami technophobia, diantaranya: masyarakat
mengalami ketakutan ketika menggunakan teknologi, dan masyarakat
tidak percaya bahwa dengan membayar parkir menggunakan e-parking

dapat memperoleh keuntungan.

6.1.2 Sumber Daya Manusia.

E-parking tidak berhasil karena sumber daya manusia yang rendah.
Pengukuran sumber daya manusia didasarkan pada (1) kualitas tanggung jawab &
kuantitas juru parkir dan (2) capaian target pendapatan.

Penelitian ini menemukan bahwa kualitas tanggung jawab rendah yaitu
sebesar 27%, dan kuantitas juru parkir buruk. Buruknya kuantitas juru parkir
dilihat dari 445 mesin yang tidak dijaga oleh juru parkir terdapat sebanyak 21%
(95 mesin). Sumber daya manusia dengan kualitas tanggung jawab yang rendah
dan kuantitas yang buruk menyebabkan lebih dari 90% target pendapatan tidak
tercapai. Berikut adalah penjelasan dari dua hal sebagai berikut :
6.1.2.1 Kualitas dan kuantitas juru parkir.

Kualitas tanggung jawab yang rendah dan kuantitas juru parkir yang buruk
dapat disebabkan dari faktor sebagai berikut:

- Sebanyak 73% persepsi masyarakat menunjukkan bahwa juru parkir
tidak aktif dalam mengarahkan, dan memberitahu mekanisme
penggunaan e-parking.

- Juru parkir tidak proaktif dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perparkiran

pada Pasal 14 ayat 1 dengan tidak mengarahkan dan memberikan
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pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa parkir tepi jalan.

- Adanya resistensi yang dihadapi UPT Parkir Dinas Perhubungan
sehingga memberikan tugas yang keliru dengan membuat juru parkir
tidak mengarahkan masyarakat untuk menggunakan e-parking.

- UPT Parkir Dinas Perhubungan tidak memanfaatkan sumber daya
manusia yang tersedia, sehingga menyebabkan terdapat mesin yang tidak
dijaga oleh juru parkir. Hal ini menyebabkan 21% potensi capaian
pendapatan tidak terealisasikan.

6.1.2.2 Capaian target pendapatan.

Target pendapatan retribusi parkir yang diperoleh dari mesin e-parking tidak

tercapai yang disebabkan karena faktor sebagai berikut :

- Juru parkir tidak memperhatikan durasi kendaraan yang parkir di tepi
jalan.

- Tidak adanya pengawasan terhadap juru parkir yang menyebabkan juru
parkir melakukan kecurangan. Kecurangan tersebut dilakukan dengan
tidak menyetorkan seluruh pendapatan sehingga justru terjadi kebocoran
retribusi parkir.

- Kecurangan yang dilakukan oleh juru dianggap sebagai reward oleh UPT

Parkir Dinas Perhubungan.

6.1.3 Aturan
E-parking tidak berhasil karena tidak adanya dasar hukum ataupun langkah
strategis yang menjadi pedoman implementasi e-parking. Kesimpulan ini

diperoleh dari faktor sebagai berikut :
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- Tidak ditemukannya teknis pelaksanaan e-parking dan yang mengatur
tentang e-parking.

- Pengadaan e-parking tidak berdasarkan pada buku panduan penyusunan
master plan smart city Kota Bandung. E-parkingmulai aktif digunakan
pada juli 2017, sedangkan buku Panduan Penyusunan Master plan Smart
city baru diterbitkan pada tanggal 10 juli 2017.

- Pengadaan e-parking tidak berdasarkan pertimbangan perencanaan yang
disesuaikan dengan kondisi Kota Bandung.

- Adanya pemutusan kontrak oleh pemerintah dengan penyedia dan operator

mesin e-parking.

6.1.4 Infrastruktur

E-parking tidak berhasil karena kondisi mesin e-parking tidak memadai
sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan e-parking. Dalam penelitian ini
kondisi infrastruktur diukur dari 2 aspek (1) Pemeliharaan infrastruktur dan (2)
Ketersediaan infrastruktur.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak adanya pemeliharaan terhadap
mesin e-parking sehingga memengaruhi ketersediaan mesin e-parking. Ketiadaan
pemeliharaan mesin e-parking menimbulkan mesin e-parking yang error dan
rusak.
6.1.4.1 Pemeliharaan infrastruktur

UPT Parkir Dinas Perhubungan tidak memelihara mesin, yang terlihat karena
faktor sebagai berikut :

- Tidak ada bidang teknisi khusus yang memperbaiki mesin e-parking.
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UPT Parkir Dinas Perhubungan hanya mendata mesin yang
mengalami kerusakan namun tidak melakukan perbaikan pada mesin
e-parking yang rusak.

Pemeliharaan yang dilakukan olen UPT Parkir Dinas Perhubungan
adalah dengan meminta bantuan kewilayahan seperti RT, RW,

maupun Kecamatan.

6.1.4.2 Ketersediaan Infrastruktur (Mesin E-Parking )

Tidak adanya pemeliharaan yang dilakukan oleh UPT Parkir Dinas

Perhubungan memengaruhi ketersediaan infrastruktur sehingga mengakibatkan

masyarakat tidak dapat menggunakan e-parking.

Masyarakat tidak dapat menggunakan mesin e-parking yang rusak, dan
masyarakat tidak bersedia untuk menggunakan mesin parkir lainnya
meskipun telah ada pemberitahuan mesin e-parking tersebut mengalami
kerusakan dan bisa menggunakan mesin e-parking yang berada di titik
terdekat.

Mesin e-parking masih sesuai dengan jumlah yang tercatat. Mesin e-
parking yang hilang terjadi karena mesin e-parking direlokasi bukan
hilang. Sayangnya, komponen mesin e-parking tidak direlokasi dengan
lengkap dan tidak ada informasi mengenai relokasi dan lokasi baru mesin
e-parking tersebut direlokasi sehingga masyarakat menganggap bahwa

tidak ada mesin e-parking.
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6.2 Saran

Tujuan dari e-parking adalah merealisasikan potensi peningkatan PAD
melalui retribusi parkir dari masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi
jalan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan e-parking yaitumeningkatkan
PAD ternyata tidak tercapai. Karena tujuan dari e-parking tidak tercapai, maka
dapat disimpulkan bahwa kebijakan e-parking melalui Peraturan Daerah Nomor 9
tahun 2010 tidak berhasil.

Penelitian ini berhasil mengungkap empat aspek yang menyebabkan e-
parking di Kota Bandung tidak berhasil. Dengan demikian peneliti memberikan
rekomendasi bahwa upaya perbaikan pengelolaan e-parking di Kota Bandung
perlu memperhatikan 4 aspek hambatan keberhasilan e-parking tersebut. Apabila
keempat aspek yang telah teridentifikasi menghambat keberhasilan e-parking
tersebut dikelola dan dicarikan solusi maka diharapkan e-parking Kota Bandung
akan mencapai tujuannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government harus memiliki
peta rencana. Sedangkan hasil temuan menunjukan bahwa implementasi e-parking
tidak didasarkan pada aturan yang berkaitan dengan perumusan master plan
maupun grand strategy. Dalam perspektif Administrasi Publik, aturan menjadi
aspek yang penting sebagai dasar implementasi suatu kebijakan. Sehingga,
peneliti memberikan rekomendasi agar aturan menjadi aspek utama yang
mendesak untuk perlu di perbaiki. Rekomendasi perbaikan pada aspek aturan akan

berpengaruh pada keberhasilan dari ketiga aspek lainnya. Maka dari itu, saran dari
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peneliti adalah melakukan pengkajian ulang aturan, dengan melengkapi
perencanaan dan merumuskan langkah strategis yang disesuaikan dengan
hambatan yang dihadapi oleh e-parking, aturan-aturan tersebut antara lain :

1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung (RENSTRA). Dalam
Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak adanya pembahasan
mengenai perencanaan agar e-parking menjadi berhasil. Maka dari itu
saran perubahan renstra yang diusulkan oleh peneliti adalah sebagai
berikut :

A. Merencanakan sosialisasi rutin kepada masyarakat yang dilakukan

oleh petugas UPT Parkir Dinas Perhubungan.

e Sosialisasi mengenai mekanisme penggunaan e-parking.
Sosialisasi mengenai mekanisme penggunaan e-parking dilakukan
untuk mengatasi hambatan dari masyarakat yang tidak paham
dalam mekanisme penggunaan e-parking. Saran ini didasarkan
pada hasil temuan yang menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman
dari masyarakat yang mengaku paham mengenai penggunaan e-
parking hanya sebesar 77.83%.

e Sosialisasi mengenai manfaat menggunakan e-parking.
Sosialisasi mengenai manfaat penggunaan e-parking dilakukan
untuk mengatasi hambatan dari masyarakat yang mengalami
technophobia (tidak merasakan efek yang menguntungkan) dimana
masyarakat merasa tidak diuntungkan ketika membayar parkir

menggunakan e-parking.
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B. Merencanakan pelatihan dan pembinaan terhadap juru parkir.
Pelatihan dan pembinaan diberikan kepada juru parkir agar juru parkir
menjadi lebih proaktif. Hal ini dilakukan agar juru parkir selalu
mengarahkan masyarakat yang tidak memiliki e-money, masyarakat
yang terburu-buru, dan masyarakat yang mengalami technophobia
(ketakutan pada teknologi).

C. Merencanakan Pelatihan kepada UPT Parkir Dinas Perhubungan.
Pelatihan ini dilakukan mengubah pola pikir petugas yang mengalami
resistensi terhadap perubahan budaya kerja berbasis elektronik.

D. Merencanakan perbaikan hubungan dengan pihak operator atau
mencari dan menyediakan bidang khusus untuk pengelolaan dan
pemeliharaan e-parking. Bidang khusus tersebut berperan sebagai
operator. Saran ini berdasarkan pada hasil temuan bahwa hubungan
yang tidak baik dengan pihak operator e-parking menyebabkan tidak
adanya pengawasan terhadap data pemasukan pendapatan parkir tepi
jalan menggunakan e-parking sehingga terjadi hilangnya pendapatan
retribusi parkir tepi jalan menggunakan e-parking. Selain itu bidang
khusus tersebut juga berperan sebagai teknisi pemeliharaan e-parking,
berdasarkan pada hasil temuan mesin e-parking tidak terpelihara sejak
awal pengadaan mesin e-parking yang dapat memengaruhi kondisi
mesin e-parking sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan e-

parking.
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2. Memberikan rekomendasi perubahan pada Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perparkiran

A. Pasal 14 Ayat 1. Penambahan poin bahwa kewajiban juru parkir
bukan hanya memberikan pelayanan tapi juga sebagai pengawas
kendaraan yang melanggar untuk dilaporkan kepada UPT Parkir Dinas
Perhubungan. Saran ini berdasarkan pada hasil temuan bahwa terdapat
sebanyak 58% masyarakat tidak menyadari pentingnya membayar
parkir tepi jalan. Sanksi dilakukan agar masyarakat sadar untuk
melakukan pembayaran parkir tepi jalan. Sanksi yang diusulkan
peneliti adalah melakukan penderekan kendaraan lalu pemilik dikenai
denda(sanksi seperti ini telah dilaksanakan di DKI Jakarta'™),
sedangkan alternatif sanksi yang diusulkan oleh peneliti adalah
memborgol kendaraan lalu dikenai denda. Denda tersebut akan masuk
ke dalam retribusi parkir tepi jalan. Sanksi tersebut akan mengubah
pola pikir masyarakat untuk patuh pada hukum dengan membayar
parkir tepi jalan menggunakan e-parking.

B. Pasal 14 ayat 1. Penambahan kewajiban juru parkir adalah
menyetorkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari kendaraan yang
parkir di tepi jalan. Pemberian sanksi dilakukan kepada juru parkir
yang melanggar. Sanksi yang diusulkan oleh peneliti adalah
penangguhan gaji juru parkir. Sedangkan alternatif sanksi yang

diusulkan adalah mutasi juru parkir ke lokasi yang tidak ramai.

Faizal Fanani, Ini Cara Urus Kendaraan yang Terkena Razia Parkir Liar, https://www.
liputan6. com/news/read/2103198/ini-cara-urus-kendaraan-yang-terkena-razia-parkir-liar
diakses pada 2 Januari 2020 Pukul 19. 31 WIB



https://www.liputan6.com/news/read/2103198/ini-cara-urus-kendaraan-yang-terkena-razia-parkir-liar
https://www.liputan6.com/news/read/2103198/ini-cara-urus-kendaraan-yang-terkena-razia-parkir-liar
https://www.liputan6.com/news/read/2103198/ini-cara-urus-kendaraan-yang-terkena-razia-parkir-liar
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C. Pasal 14 ayat 2, Penambahan ayat yang mengatur insentif untuk juru
parkir. Bahwa insentif diberikan kepada juru parkir ketika target
pendapatan yang ditetapkan pemerintah tercapai.

D. Pasal 16 ayat 2 mengenai karcis parkir. Karcis parkir bukan diberikan
kepada pengguna e-parking, tetapi ditempelkan pada kendaraan yang
parkir tepi jalan sehingga juru parkir mengetahui durasi kendaraan
yang parkir lalu pengguna membayar tarif parkir sesuai dengan durasi

parkir.

3. Membuat dan mengkaji master plan sesuai dengan buku pedoman
penyusunan master plan smart city.

A. Master plan memuat pengaturan mengenai kuantitas juru parkir, juru
parkir manual mulai harus menjaga mesin e-parking sehingga tidak
ada mesin e-parking yang tidak dijaga oleh juru parkir. Hal ini
didasarkan pada hasil temuan sebanyak 21% mesin tidak dijaga oleh
juru parkir.

B. Koordinator lapangan yang bertanggung jawab mengawasi setiap mesin
e-parking melakukan pengawasan setiap hari memastikan bahwa juru
parkir tidak melakukan kecurangan saran ini diusulkan agar saran
nomor 2 poin b dapat diberlakukan.

4. Melengkapi strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengenai relokasi mesin e-parking.

UPT Parkir Dinas Perhubungan merelokasi mesin dengan komponen yang

lengkap sesuai pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun
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2008 Tentang Penyelenggara Perparkiran pasal 5 ayat 1 Penyelenggaraan
parkir dengan dipasang tanda-tanda yang jelas berupa rambu parkir dan

marka parkir.

Saran penelitian mengenai aturan sebagai aspek utama yang perlu diperbaiki
ditujukkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan agar tujuan e-parking
mencapai keberhasilan. Selain saran mengenai aspek aturan yang akan
mempengaruhi ketiga aspek lainnya, berdasarkan hasil temuan penelitian peneliti
menemukan temuan aspek-aspek penting lainnya. Oleh karena itu, peneliti
memberikan saran bahwa temuan pada aspek baru yang sudah diidentifikasi oleh
peneliti, dapat menjadi agenda untuk penelitian lanjutan. Temuan aspek tersebut
antara lain (1) investasi strategis, (2) kolaborasi, (3) edukasi & promosi, dan (5)

korupsi.
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